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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR  9   TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

 
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 

 

Mengingat  : 

 

1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang  
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014   tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864);  

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1967); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1934); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 12); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2015  Nomor 55); 

18. Peraturan Bupati  Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016  Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS 

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa. 

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo. 

10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

11. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta 
memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, 
program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun.  

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun.  

14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo. 
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BAB II  

TUJUAN DAN PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 2 

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk 
menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan 
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa yang dibiayai oleh Dana Desa. 

 

Pasal 3 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-
prinsip : 

a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan 
seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; 

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang 
kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih 
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan 

c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan 
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, 
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas 
serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 

(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disusun berdasarkan : 

a. kekerabatan desa; 

b. hamparan; 

c. pola permukiman; 

d. mata pencaharian; dan/atau 

e. tingkat perkembangan kemajuan Desa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana 
desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman 
Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 
dan menjadi yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa 
di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
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Pasal 5 

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas 
kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan 
diputuskan melalui musyawarah Desa. 

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi 
penyusunan RKP Desa dan APB Desa. 

(3) RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan dalam 
Peraturan Desa.  

Bagian Kedua 

Bidang Pembangunan Desa 

Pasal 6 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan prioritas penggunaan Dana Desa  diarahkan  
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan 
Desa,  meliputi  : 

a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk 
penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan 
permukiman;  

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; 

c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana dan prasaranan pendidikan, sosial dan 
kebudayaan; 

d. pengembangan usaha  ekonomi masyarakat, meliputi 
pembangunan dan pemeliharaan sarana  prasarana 
produksi dan distribusi; dan/atau 

e. pembangunan dan pengembangan sarana  prasarana 
energi terbarukan serta kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup. 

(2) Pemerintah Desa bersama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas 
penggunaan Dana Desa  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak asal usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam 
Peraturan Desa. 
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Pasal 7 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan  
pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, 
dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkembangan  kemajuan desa, meliputi: 

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan 
kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan 
prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses 
kehidupan masyarakat Desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana 
dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik 
pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk 
mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; 
dan 

c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan 
pembangunan  sarana dan prasarana yang berdampak 
pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, 
termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan 
kerja,padat tehnologi tepat guna dan investasi melalui 
pengembangan BUM Desa. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 8 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan 
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk 
mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas 
warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, 
peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi 
individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara 
lain: 

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, 
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, 
permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan 
dan pemagangan; 

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh 
Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan 
kegiatan ketahanan pangan Desa; 

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan 
paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk 
pembentukan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar 
Masyarakat di Desa (community centre); 
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e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan 
hidub bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas 
pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos 
Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa 
(Polindes) dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga 
medis/swamedikasi di Desa; 

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/pantai 
Desa dan Hutan/pantai Kemasyarakatan; 

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi 
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau 

h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang 
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

   

Pasal 9 

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan memperhitungkan 
dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan desa, yaitu: 

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada 
membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta 
bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya 
kerja dan usaha warga atau masyarakat baik proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan 
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas 
dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai 
pemasaran produk, serta pemenuhan atau akses 
modal/fasilitas keuangan; 

c. Desa Maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan 
menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital 
rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri. 

 

Pasal  10 

(1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan 
Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan Data 
Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi. 

(2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diinformasikan 
secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi 
acuan dalam penyusunan  Pedoman Teknis Penggunaan 
Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
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(3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang 
data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada seluruh Desa, bersamaan dengan penjelasan 
indikatif atau pagu dana Desa, Alokasi Dana Desa dan 
informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah 
desa perencanaan. 

 

Pasal 11 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunanan 
Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 
diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi Pedoman dalam penyusunan petunjuk 
teknis prioritas mempertimbangkan kebutuhan desa, 
karakteristik wilayah dan kearifkan lokal desa, serta 
keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan 
pembangunan Desa. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal  12 

Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan fungsi 
pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap 
penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. 

 

Pasal 13 

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 Pemerintah Kabupaten akan memfasilitasi 
pelaksanaan Dana Desa, melalui pembentukan Tim 
Koordinasi  pembinaan implementasi undang-undang 
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi pembinaan 
pelaksanaan Dana Desa  Kabupaten yang utama adalah 
melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan 
daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi 
undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus 
terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana 
Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan 
pengaduan dan masalah terkait hal tersebut. 

(3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan 
serta pengelolaan Tim Koordinasi  kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
mekanisme di daerah dan bersumber dari APBD 
Kabupaten. 
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Pasal 14 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Pengawasan, 
Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan 
melimpahkan tugas kepada SKPD terkait yang 
berwenang. 

(2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi 
penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah 
desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang 
berlaku, secara berkala. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh BPMD dan 
disampaikan kepada Bupati dan menteri melalui sistem 
pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.   

 

BAB V 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 15 

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan 
Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat 
ikut serta melalui : 

a. pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat 
pengaduan dan penanganan masalah; 

b. pendampingan desa termasuk terhadap proses 
penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/atau  

c. studi, pemantauan dan publikasi  terhadap praktek baik 
dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas 
penggunaan dana desa sesuai kewenangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16  

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman  
Pelaksanaan  Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.   

 

Ditetapkan  di Sukoharjo  

pada tanggal 3 Mei 2016 

BUPATI SUKOHARJO, 
          

               ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  3 Mei  2016 

      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016 NOMOR 9 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 


